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SALINAN PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7203041006760005, tempat dan tanggal lahir Bone,
10 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XX XXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX  XHXXOXXXXXK,  XXXXXXXXK  XXXXKKKK,  XXXXKKKX
XXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7203046903890002, tempat dan tanggal lahir
Sidondo, 29 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di
XXXXX XX XXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXK, XXXXXXXXXK
XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, sSebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05
November 2024 vyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Donggala, Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 05 November 2024. Dengan
ini mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak kami yang bernama:

Yusnaeni binti Jufri, umur 18 tahun, NIK : 7203045012060001, agama Islam,
pendidikan SLTA, tempat tinggal, Dusun Il Desa XXXXXXX,
Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut
sebagai anak para Pemohon;
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Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:
Mastang bin Jamaludin, umur 30 tahun, NIK : 7203042807940001, agama

Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Aparatur Desa XXXXXXX,
tempat tinggal di Dusun Il Desa xxxxxxx, Kecamatan Riopakava,
Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami
Anak para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 21

Agustus 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

201/06/1X/2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu,

Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 09

September 2005, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak yang masing-masing bernama :

a. Yusnaeni binti Jufri, Umur 18 tahun;
b. Nadhira Azmi Falisha binti Jufri, Umur 2 tahun;

2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon

yang bernama Yusnaeni binti Jufri (calon mempelai wanita) dengan

seorang laki-laki yang bernama Mastang bin Jamaludin (calon mempelai

laki-laki);

3. Bahwa syarat Perkawinan anak para Pemohon belum terpenuhi

persyaratan umurnya ;

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Yusnaeni binti Jufri masih

di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan yang sampai

saat ini masih berusia 18 tahun;

5. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX,

guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak

dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor :

B.137.KUA.22.02.08/Pw.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 ;

6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal selama 1

tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

7. Bahwa para Pemohon memohon agar diberi izin untuk menikahkan anak

tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
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8. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, yang calon
istri bernama Yusnaeni binti Jufri untuk melangsungkan perkawinan
dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Mastang bin
Jamaludin
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di
persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para
Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami
anak para Pemohon yang bernama Jamaludin dan Hasnawati telah dihadirkan
di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon
suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para
Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko
pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah
menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi,
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sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan
kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan calon suami
anak para Pemohon, dan kedua orangtuanya yang masing-masing bernama
Jamaludin dan Hasnawati;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan
kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon
serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon telah masih berumur 18 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya
selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa kedua sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan;

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya
mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan
dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai bendahara
Desa XXXXXXX;

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya
telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan
membangun kehidupan rumah tangga;

- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi
terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak
para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab
terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon
suaminya setelah menikah;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-daliinya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A.
Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7203041006760005 atas
nama Jufri, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7203046903890002 atas
nama Mirnawati, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXxXX. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n, Jufri dan Mirnawati, Nomor:
201/06/1X/2005, tanggal 21 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara
Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 720304201212010 tanggal 15 Mei 2022
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi ~ Kutipan Akta Kelahiran a.n. Yusnaeni, Nomor:
198/IST/RP/2011/006, tanggal 3 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Surat Keterangan Lulus a.n. Yusnaeni, tanggal 06 Juni 2024, yang
dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan PPS. Raudhatul
Musthafa Lil Khairaat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk  a.n. Mastang, NIK:
7203042807940001, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Jamaludin dan Hasnawati, Nomor:
7203040703110077, tanggal 22 Februari 2013, yang memuat nama
Mastang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXxXxXxxxxx XxXxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

9. Asli  Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor:
440.A/498/SKCP-PKM IS LLD/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, yang
dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ibnu Sina Lalundu XXXXXXXXX
XXXxXxxX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah an. Yusnaeni, Nomor B-
137/KUA.22.02.08/Pw.01/1224, tanggal 18 Oktober 2024, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX XXXXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
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SULAWESI TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
saudara kandung Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta
dispensasi kawin;

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para
Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA
Kecamatan xxx xxxxxx karena belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya
kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon
menginginkan agar anak Pemohon dan calon suaminya agar
dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan
dispensasi kawin bernama Yusnaeni;

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 18
tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama
Mastang;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 30 tahun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata
pencaharian yaitu Bendahara Desa XXXXXXX;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling
mengenal;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya dan keluarga sudah
sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya
tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan tidak
boleh menikah;
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- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya
berstatus bujang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan
keduanya;

- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-
laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana
pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku
seperti orang dewasa,;

- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan
seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah
sepupu Pemohon I;

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta
dispensasi kawin;

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para
Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA
Kecamatan xxx xxxxxx karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan
dispensasi kawin bernama Yusnaeni;

- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 18
tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama
Mastang;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 30 tahun;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata
pencaharian yaitu Bendahara Desa;
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- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya

kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal para Pemohon
menginginkan agar anak Pemohon dan calon suaminya agar
dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai
kedekatan satu sama lain dan keluarga sudah sangat khawatir jika
tidak segera dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya
tidak ada hubungan darah atau susuan yang menyebabkan terhalang
untuk menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya
berstatus bujang;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan
keduanya;

- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-
laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana
pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku
seperti orang dewasa;

- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan
seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai
Penetapan Hakim Tunggal tanggal 05 November 2024 berdasarkan ketentuan
Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon
pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya
bernama Yusnaeni, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Mastang
bin Jamaludin, umur 30 tahun, karena anak Pemohon dan calon suaminya
sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sangat mendesak
untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua
belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak
lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para
Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan xxx xxxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih
belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon
suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para
Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan
resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak
setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12
tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak
ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan
dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa
pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak
para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan
mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang
dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui
rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang
dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak
yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai
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kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah
tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi
terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, dan
para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon
sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah
ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya pasca
pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya,
telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu:
saksi 1 para Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon ) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan
bahwa Pemohon | beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan
bahwa Pemohon Il beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah
hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il adalah suami isteri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
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kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah satu
keluarga dimana Pemohon | sebagai kepala keluarga dan Pemohon Il adalah
ibu rumah tangga dan keduanya mempunyai anak kandung bernama Yusnaeni
(anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Yusnaeni (anak
yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah berusia 18 tahun dan lahir dari
pasangan suami isteri Pemohon | dan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi ljazah Tamat Belajar) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Yusnaeni (anak
yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah berusia 18 tahun dan telah tamat
belajar di jenjang pendidikan menengah atas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama calon suami anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam dan warga
yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama
Jamaludin dan Hasnawati) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa Mastang bin Jamaludin (calon suami anak yang
dimohonkan Dispensasi Kawin) terdaftar sebagai anak kandung dari keluarga
yang tertera dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Asli Keterangan Kesehatan Anak
Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,
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oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak
Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Penolakan Perkawinan) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxx telah menolak untuk
menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana
tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Yusnaeni, saat ini masih berumur
18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

2. Bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah setingkat sekolah
menengah atas;

3. Bahwa anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat
perguruan tinggi;

4. Bahwa anak para Pemohon sudah berpikiran dewasa dan sudah biasa
mengurus rumah seperti memasak, menyuci dan membersihkan rumabh;

5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Mastang bin
Jamaludin, berumur 30 tahun;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah berpacaran
selama 1 (satu) tahun, mereka saling mencintai, hubungan mereka sudah
sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk

dinikahkan tanpa ada paksaan;
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8. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya serta pihak keluarga
sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan anak Pemohon dan calon
suaminya akan terjerumus dalam dosa zina;

9. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada
hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan
dengan orang lain;

10. Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon
suaminya keduanya ada bujang;

11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan
keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
tersebut;

12. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX XXXXXX
menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
13. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan
sebagai bendahara desa xxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 tentang permohonan
agar Pengadilan memberikan dispensasi untuk menikah, Hakim Tunggal
memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara
anak para Pemohon dan calon suamiinya tidak ada halangan untuk
menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum
Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal
6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat
(2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah
terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun,

sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;

2. Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19
tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya
kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani

bahtera rumah tangga;
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3. Bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan
para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih
berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk
menikah;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari sisi lain, Hakim
Tunggal juga mencermati adanya potensi terjadinya lebih jauh pelanggaran
terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama jika anak para Pemohon tidak
segera dinikahkan, yaitu bahwa anak para Pemohon dengan calon
suaminya akan terjerumus dosa zina karena keduanya telah berpacaran
selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya susah untuk dipisahkan, maka
Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehendak menghindari terjadinya lebih
jauh pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama itu,
merupakan alasan yang patut dipertimbangkan untuk memberikan
dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula
mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif

syar’iy, antara lain, sebagai berikut:
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Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah

mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih

dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan

barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena
berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama’ah.
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Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan
agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya,
niscaya akan terjadi fithah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis

riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.
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Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah
menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada
Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah
memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi
dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Yusnaeni, umur 18 tahun,
untuk menikah dengan laki-laki bernama Mastang bin Jamaludin, umur 30
tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

1. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Yusnaeni
untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mastang bin Jamaludin;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18
November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446
Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Asrah Rachman,

S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asrah Rachman, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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